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1.1 Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Pembangunan nasional . adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-

menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik 

materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, masalah 

pembiayaan pembangunan sangat memerlukan perhatian dari semua pihak. Salah satu 

cara untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan 

pembangunan adalah dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam 

negeri dalam bentuk pajak. 

Pajak merupakan alat bagi pemerintah di dalam mencapai tujuan untuk 

mendapatkan penerimaan masyarakat, baik yang bersifat langsung maupun tidak 

langsung. Pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin serta 

pembangunan sosial dan ekonomi negara. Pajak dapat juga dinyatakan sebagai suatu 

kewajiban warga negara yang berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan 

anggota masyarakat untuk membiayai keperluan negara dalam rangka pembangunan 

nasional, yang pelaksanaanya diatur dalam undang-undang serta peraturan-peraturan 

untuk kesejahteraan bangsa dan negara. 

Penerimaan dari sektor pajak merupakan pemasukan dana yang potensial bagi 

negara karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sifatnya pennanen. 

Hal ini berarti bahwa pemerintah dapat tetap memperoleh penerimaan pajak selama 
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pemungutannya masih dilakukan. Pemungutan pajak dapat dilakukan selama masih 

terdapat objek dan subjek pajak 

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan 

pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. 

Kebutuhan ini semakin terasa pada saat diberlakukannya otonomi daerah pada 

tanggal 1 Januari 2001. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah 

harus dapat berusaha sendiri mencari sumber penerimaan daerah sehingga dapat 

membiayai pengeluaran daerahnya. Dari berbagai altematif yang ada, Undang

Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi 

salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat 

dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. 

Latar belakang reformasi pemungutan pajak dan retribusi daerah di Indonesia 

dewasa ini tidak terlepas dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 

dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 

ini lahir sebagai upaya untuk mengubah sistem perpajakan daerah yang berlangsung 

di Indonesia, yang banyak menimbulkan kendala, baik dalam penerapan maupun 

pemungutannya. Dalam perkembangannya, pemerintah dan DPR merasa perlu 

dilakukan perubahan dan penyempurnaan seiring dengan perkembangan situasi 

perekonomian secara makro serta perubahan kondisi sosial politik. Dengan demikian, 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 lahir sebagai penyempumaan terhadap 

Undang-UndangNomor 18 Tahun 1997. 
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Pemberlakuan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerirnaan daerah 

pada dasamya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang 

menetapkan dan memungut pajak, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada 

umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap 

orang atau badan-badan yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan pajak 

daerah harus membayar pajak daerah yang terutang. 

Kabupaten Lahat yang merupakan salah satu daerah di provinsi Sumatera 

Selatan tidak terlepas dari masalah keuangan daerah. Pemungutan Pajak Daerah pada 

daerah Kabupaten Lahat masih belum optimal, hal ini karena belum lengkap dan 

akuratnya data objek dan subjek pajak, kesadaran membayar pajak yang masih 

rendah, koordinasi antarinstansi yang terkait dengan operasionalisasi pemungutan 

Pajak Daerah masih kurang dan keterbatasan sumber daya manusia yang profesional. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul "PENlLAIAN TERHADAP EFEKTIFIT AS 

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN 

PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAHAT". 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimanakah efektifitas pemungutan Pajak Daerah dalam rangka 
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2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan 

Pajak Daerah di Kabupaten Lahat? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

I. Mengetahui bagaimana efektifitas pemungutan Pajak Daerah dalam rangka 

meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Lahat. 

2. Mengetahui langkah-langkah apa yang dapat ditempuh dalam mengatasi 

kendala-kendala dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada penulis dan 

pembaca untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dari pemungutan Pajak Daerah 

Kabupaten Lahat dalam rangka meningkatkan pendapatan daerahnya. 

1.4 Kerangka Pemikiran 

Pajak merupakan salah satu surnber pendapatan negara yang potensial yang 

akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin 

maupun pembangunan yang digunakan baik untuk jangka panjang maupun jangka 

pendek. Karena alasan inilah pemerintah berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan 

pajaknya. 
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Menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro, SH (Mardiasmo,2000: 1 ), pajak adalah 

iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan 

dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umwn. 

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur 

(Mardiasmo,2000: 1) sebagai berikut : 

1. Juran dari rakyat kepada Negara 

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara Juran tersebut berupa uang 

(bukan barang). 

2. Berdasarkan undang-undang 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan 

pelaksanaanya. 

3. Tanpa jasa timbal balik atau kompensasi dari Negara yang secara langsung dapat 

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yaitu pengeluaran dan yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

Pajak mempunyai dua fungsi (Mardiasmo,2000: 1 ), yaitu: 

1. Fungsi Budgetair 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran

pengeluarannya. 
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2. Fungsi Mengatur (Regurelend) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah 

dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Ada berbagai jenis pengelompokan pajak, salah satunya adalah berdasarkan 

lembaga pemungutnya. Berdasarkan lembaga pemungutnya (Mardiasmo,2000:6), 

pajak terbagi menjadi: 

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga negara. 

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga daerah. 

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah 

Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000. Pajak 

Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada 

Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan Daerah. 

Pajak Daerah terbagi menjadi dua (Mardiasmo,2000:99), yaitu: 

1. Pajak Propinsi, terdiri dari: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaran di Atas Air. 

b. Bea Balik Nan1a Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas air. 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 
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d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permul<aan. 

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari: 

a. Pajak Hotel 

b. Pajak Restoran 

C. Pajak Hiburan 

d. Pajak Reklame 

e. Pajak Penerangan Jalan 

f. Pajak Pengambilan Bahan Bakar Galian Golongan C 

g. Pajak Parkir 

h. Pajak lain-lain 

Jenis-jenis pajak provinsi ditetapkan sebanyak empat jenis pajak. Walaupun 

demikian, daerah provinsi dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak 

yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di daerah tersebut dipandang kurang 

memadai. Khusus dengan daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak 

terbagi dalarn daerah kabupaten/kota, seperti Daerah Khusus Ibul<ota Jakarta, jenis 

pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan 

pajak untuk dearah kabupaten/kota. 

Tarif dari masing-masing jenis pajak (Mardiasmo,2000:99) di atas adalah 

sebagai berikut: 

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 5% (lima persen). 

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas air sebesar 10% 

(sepuluh persen). 
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3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5% (lima persen). 

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah clan Air Permukaan 

sebesar 20% (dua puluh persen). 

5. Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen). 

6. Pajak Restoran sebesar 10% (sepuluh persen). 

7. Pajak Hiburan sebesar 35% (tiga puluh lima persen). 

8. Pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen). 

9. Pajak Penerangan Jalan sebesar 10% (sepuluh persen). 

10. Pajak Pengambilan bahan Galian Golongan C sebesar 20% (dua puluh persen). 

11 . Pajak Park.ir sebesar 20% ( dua puluh persen). 

Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 4 ditetapkan seragam di 

seluruh Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tarif sebagaimana 

dimaksud pada angka 5 s/d 11 ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 memberikan peluang kepada daerah 

kabupaten/kota untuk memungut jenis pajak daerah lain yang dipandang memenuhi 

syarat, selain ketujuh jenis pajak kabupaten/kota yang ditetapkan. Penetapan jenis 

pajak lainnya ini harus benar-benar bersifat spesifik dan potensial di daerah. Hal ini 

dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah kabupateo/kota dalam 

mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah pada 

masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dan aspirasi 

masyarakat scrta mcmcnuhi kriteria yang telah ditetapkan. 
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Pemungutan pajak kabupaten/kota lainnya tersebut ditetapkan dengan 

peraturan daerah sepanjang memenuhi kriteria (Marihot P. Siahaan,2005:46) di 

bawah ini. 

I . Bersifat pajak dan bukan retribusi. Maksudnya adalah pajak yang ditetapkan 

harus sesuai dengan pengertian yang ditentukan dalarn definisi pajak daerah. 

2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang 

bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani 

masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. 

3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, 

maksudnya adalah bahwa pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersarna 

yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek 

ketentrarnan, kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan 

kearnanan. 

4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan atau objek pajak pusat. 

5. Potensinya memadai. Maksudnya adalah bahwa hasil pajak cukup besar sebagai 

salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya, diperkirakan 

sejalan dengan laju pertumbuahan ekonomi daerah. 

6. Tidak memberikan darnpak ekonomi yang negatif, maksudnya adalah bahwa 

pajak tersebut tidak menganggu alokasi sumber-sumber ekonomi efisien dan tidak 

merintangi arus sumber daya ekonomi antardaerah maupun kegiatan ekspor 

impor. 
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7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Kriteria aspek 

keadilan, antara Iain objek dan subjek pajak hams jelas sehingga dapat diawasi 

pemungutannya, jumlah pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak yang 

bersangkutan, dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib 

pajak. Selanjutnya, kriteria kemampuan masyarakat adalah kemampuan subjek 

pajak untuk memikul tambahan beban pajak. 

8. Menjaga kelestarian Iingkungan, maksudnya adalah bahwa pajak harus bersifat 

netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak 

memberikan peluang kepada pemerintah daerah clan masyarakat untuk merusak 

lingkungan yang akan menjadi beban bagi pemerintah daerah dan masyarakat. 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan tegas menetapkan dasar 

pengenaan pajak untuk setiap jenis pajak daerah. Dasar pengenaan pajak provinsi 

(Marihot P. Siahaan,2005:64) adalah sebagai berikut. 

1. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual kendaraan serla fakJor

faklor penyesuaian yang mencerminkan biaya ekonomis yang diakibatkan oleh 

penggunaan kendaraan bermotor, misalnya kerusakan jalan dan linngkungan. 

Sementara itu, Pajak Kendaraan di Atas Air dikenakan atas nilai jual kendaraan 

di alas air. 

2. Bea balik Nama Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual kendaraan 

be>·motor. ·sementara itu~ Bea balik Nama Kendaraan di Atas Air dikenakan atas 

nilai jual kendaraan di alas air. 
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3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual bahan bakar 

kendaraan bermotor. 

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 

dikenakan atas nilai perolehan air yang diambil dan dimanfaatkan, antara lain 

berdasarkan jenis, volume, kualitas air yang diambil dan lokasi sumber air. 

Sedangkan untuk dasar pengenaan pajak kabupaten/kota (Marihot P. 

Siahaan,2005 :64) adalah sebagaimana disebut di bawah ini. 

1. Pajak Hotel dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. 

2. Pajak Restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada 

restoran. 

3. Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar 

untuk menonton dan atau menikmati hiburan. 

4. Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame yang didasarkan alas nilai jual 

objek Pajak Reklame dan nilai strategis pemasangan rek/ame. 

5. Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilaijual tenaga listrikyang terpakai. 

6. Pajak Pengambilan bahan Galian Golongan C dikenakan atas nilai jual hasil 

pengambilan bahan galian golongan C. 

7. Pajak Parkir dikenakan atas penerimaan penyelenggaraan parkir yang berasal 

dari pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir 

kendaraan bermotor. 
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1.5 Metodologi Penelitian 

1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, dan agar tidak 

menyimpang dari tujuan utarna penelitian skripsi ini, maka penulis mencoba untuk 

membatasi ruang lingkup penelitian. Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan 

Dacrah (DISPENDA) Kabupaten Lahat yang beralamat di Jl. Kolonel Barlian Bandar 

Jaya Labat. 

1.5.2 Metode Pengumpulan Data 

Dalam upaya mengumpulkan data-data yang kemudian akan diolah menjadi 

informasi untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada, maka digunakan 

metode-metode pengumpulan data yang biasa dilakukan dalam penelitian dan 

penulisa ilmiah, yaitu: 

1. Metode Studi Kepustakaan (Library Research) 

Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yakni data teoritis 

yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca buku-buku, UU perpajakan serta 

Peraturan Pemerintah dan artikel-artikel lainnya yang berhubungan dengan yang 

akan dibahas. Hasil penelitian kepustakaan ini akan digunakan sebagai landasan 

teoritis dalam penyusunan skripsi ini. 

2. Metode Survei 

Yaitu pengun1pulan data langsung dari perusahaan yang menjadikan objek 

penelitian. Data ini merupakan pelaksanaan atau kenyataan yang sesungguhnya 
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terjadi pada perusahaan yang diteliti. Adapun cara yang dilakukan dalam metode 

ini adalah: 

a. Mengadakan wawancara langsung dengan para pimpinan dan karyawan pada 

Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Labat yang mempunyai wewenang 

untuk memberikan informasi dan data yang diperlukan. 

b. Melakukan dokumentasi dengan cara pengumpulan-pengumpulan data dan 

informasi yang berkenaan dengan masalah yang diambil dari bagian arsip 

administrasi dan keuangan. 

1.5.3. Sumber Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data 

yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Data sekunder dalam 

penelitian ini berupa Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, Daftar 

Persentasi Realisasi Penerimaan di seluruh kecamatan, dan Struktur Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah. 

1.5.4. Tehnik Analisis 

Dalam menganalisa masalah, penulis menggunakan metode analisis deskriptif 

kualitatif, dimana analisis ini dibagi menjadi dua, yaitu secara kualitatif dan 

kuantitatif. Metode ini menguraikan data-data yang didapat dari penelitian lapangan 

tentang Pajak Daerah yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang ada dalam 

berbagai literatur. 
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Untuk menghitung seberapa besar kontribusi yang diberikan Pajak Daerah 

terhadap pendapatan daerah dapat digunakan rumus kontribusi. 

Xi 
K=-x100% 

Ji 

Keterangan: K = Kontribusi Pajak Daerah 

Xi = Penerimaan Pajak Daerah 

Ji = Pendapatan Daerah 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sebagai gambaran secara keseluruhan dari 1s1 skripsi ini, maka dibuat 

sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BABI PENDAHULUAN 

Di dalam bah ini, diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, dan metodologi 

penelitian yang digunakan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini akan menguraikan tentang teori-teori yang relevan dan berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti menyangkut pengertian pajak, fungsi 

pajak, jenis pajak, syarat pemungutan pajak, pengertian pajak daerah, 

objek, subjek, dan wajib pajak daerah, jenis pajak daerah, tarif pajak 

daerah, dasar pengenaan pajak daerah, cara perhitungan pajak daerah 
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pemungutan pajak daerah, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), 

surat ketetapan pajak, pembayaran pajak, dan penagihan pajak 

BAB III OBJEK PENELITIAN 

Bab ini akan menguraikan tentang sejarah singkat Dinas Pendapatan 

Daerah (DISPENDA) Lahat, struktur organisasi, visi dan misi, serta data 

dan fakta. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Di dalam bab ini, data-data yang diperoleh dari basil penelitian akan 

dianalisis sesuai dengan landasan teori unruk menjawab permasalahan 

yang telah dirumuskan. Data-data tersebut berupa Target dan Realisasi 

Penerimaan Pajak Daerah, Daftar Persentasi Realisasi Penerimaan di 

seluruh kecamatan, dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Pendapatan Daerah. 

BAB V PENUTUP 

Bab penutup ini menyajikan kesimpulan yang ditarik dari hasil analisis 

penelitian serta saran yang diajukan penulis sehubungan dengan 

penelitian. 
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